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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PENYELENGGARAANSMARTCITYDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal8PeraturanWali

KotaNomor…Tahun…tentangMasterplanSmartCityDaerah

Tahun2020-2029,perlumenetapkanPeraturanWaliKotatentang

PenyelenggaraanSmartCityDaerah;

Mengingat : 1. Pasalayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik

IndonesiaTahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimur,danKota

Bontang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor3896)sebagaimanaterakhirtelahdiubah

denganUndang-UndangNomor7Tahun2000(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
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Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor

3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana

telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015

Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor5679);

5. Peraturan WaliKota Bontang Nomor…Tahun … tentang

Masterplan SmartCity Daerah Tahun 2020-2029 (Berita

DaerahKotaBontangTahun…Nomor…);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANWALIKOTATENTANG PENYELENGGARAANSMART

CITYDAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WalikotaadalahWalikotaBontang.

3. Pemerintah Daerah adalah WaliKota sebagaiunsurpenyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahanDaerahyangmenjadikewenanganDaerahotonom.

4. PerangkatDaerah adalah unsurpembantu WaliKota dan Dewan
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PerwakilanRakyatDaerahdalam penyelenggaraanurusanpemerintahan

yangmenjadikewenanganDaerah.

5. Smartcity adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai

sumberdayasecaraefektifdanefisienuntukmenyelesaikanberbagai

persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan

berkelanjutanuntukmenyediakaninfrasukturdanmemberikanlayanan

kotayangdapatmeningkatkankualitashidupwarganya.

6. Masterplan Smartcity adalah dokumen perencanaan yang menjadi

acuandalam pengembangandanpenerapankebijakanDaerahSmart

CityTahun2020-2029.

7. Smart Governance adalah tatakelolapemerintahanyangmampu

mengubah pola tradisionaldalam birokrasisehingga menghasilkan

layanan yang lebih cepat,efektif,efisien,komunikatif dan selalu

melakukanperbaikan.

8. Smart Branding adalah inovasidalam memasarkan Daerah kota,

sehinggamampumeningkatkandayasaingdannilaijualDaerahdengan

mengembangkantigaelemenyaitupariwisata,bisnis,danwajahDaerah.

9. SmartEconomy adalah tatakelolaperekonomianuntukmenwujudkan

pertumbuhanperekonomianDaerahyangmampumemenuhitantangan

Daerahdierainformasiyangberkembangdanmenuntuttingkatadaptasi

yangcepat.

10.SmartLivingadalah kelayakan tarafhidupmasyarakatyangdinilaidari

tigaelemenyaitukelayakanpolahidup,kualitaskesehatan,danmodel

transportasiuntukmendukungmobilitasbarangdanorang.

11.Smart Society adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem

masyarakatyanghumanisdandinamis.

12.SmartEnvironmentadalahpembangunanDaerahyangmemperhatikan

keseimbangan pembangunan infrastrukturfisik maupun sarana dan

prasaranayangberwawasanlingkungandanberkelanjutan.

Pasal2

PeraturanWaliKotainidimaksudkansebagaipedomanpenyelenggaraan

pelaksanaan Smart City Daerah secara efektif dan efisien untuk

menyelesaikanberbagaitantangandiDaerahdenganmenggunakansolusi
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inovatif,terintegrasi,danberkelanjutan.

Pasal3

PeraturanWaliKotainibertujuanuntuk:

a. meningkatkankesiapanpembangunanSmartCityDaerah;

b. meningkatkantatakelolapemerintahanDaerahdankualitaspelayanan

publikkepadamasyarakat;

c. meningkatkandayasaingDaerah;

d. meningkatkanproduktivitasekonomiDaerah;

e. menjaminkelayakanhidupmasyarakat;

f. mewujudkanmasyarakatyanghumanisdandinamis;dan

g. mewujudkanpembangunanDaerahyangpeduliterhadaptatakelola

lingkungan.

Pasal4

RuanglingkupPeraturanWaliKotaini,meliputi:

a. kelembagaanpenyelenggaraanSmartCityDaerah;

b. sasarandanprogram prioritaspenyelenggaraanSmartCityDaerah;

c. pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan pembangunan

aplikasidanperangkatlunak;

d. penguatansumberdayamanusia;

e. pelaporan;

f. penghargaan;dan

g. pembiayaan.

BABII

KELEMBAGAANSMARTCITYDAERAH

BagianKesatu

Umum

Pasal5

KelembagaanpenyelenggaraanSmartCityDaerahterdiriatas:
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a. dewanSmartCity;

b. tim pelaksanaSmartCity;dan

c. forum SmartCity.

BagianKedua

DewanSmartCity

Pasal6

(1) Dewan SmartCity merupakan lembaga yang bersifatindependen

sebagaiwadahkoordinasidankomunikasiantarberbagaipemangku

kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraanSmartCity.

(2) DewanSmartCitysebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas

unsur:

a. PemerintahDaerah;

b. instansivertikal;

c. akademisi;dan

d. duniausaha.

(3) Dewan SmartCity sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dengan

susunanorganisasiyangterdiriatas:

a. ketua;

b. wakilketua;

c. sekretaris;dan

d. koordinator;

e. anggota.

(4) Tugasdewansmartcitysebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a. memberikanarahanaspekstrategisdalam SmartCitydantindak

lanjuthasilmonitoringdanevaluasi;

b. memberikanpersetujuandandukunganbagiusulankebijakan

rencanakerjadaninisiatifstrategis;dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penyelenggaraanSmartCity.

(5) PembentukandewanSmartCitysebagaimanadimaksudpadaayat(1)

ditetapkandenganKeputusanWaliKota.
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BagianKedua

Tim PelaksanaSmartCity

Pasal7

(1) Tim PelaksanaSmartCitymerupakanlembagayang

terdiriatasPerangkatDaerah yang ditunjuk oleh WaliKota untuk

melaksanakanprogram SmartCity.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Smart City

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a. kepala PerangkatDaerah yang membidangikomunikasidan

informatikaselakuketua;

b. kepalaPerangkatDaerahyangmembidangiperencanaanselaku

wakilketua;

c. kepala bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi

komunikasidaninformatikadankepalabidangpadaPerangkat

Daerahyangmembidangiperencanaanyangmenjalankanfungsi

mengelolaekosistem SmartCityselakusekretaris;dan

d. kepala bidang dan/atau unsurpada PerangkatDaerah yang

terkaitdenganpelaksanaanSmartCityselakuanggota.

(3) Tugas tim pelaksana Smart City sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)meliputi:

a. menyusunrencanaindukpembangunanSmartCityDaerah;

b. menyusunlaporanevaluasipencapaianimplementasirencana

pengembanganSmartCitydarisisiPemerintahDaerahsesuai

sektornya;

c. menyusun laporan hasilanalisis dan rekomendasiterhadap

pencapaiankinerjapengembanganSmartCity;

d. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk

melaksanakanpengembanganSmartCity;

e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan

pengembanganSmartCity;dan

f. membuat langkah inovasi dan kreatif demi terciptanya

keberlanjutanpengembanganSmartCity.

(4) Pembentukantim pelaksanaSmartCitysebagaimana

dimaksudpadaayat(1)ditetapkandenganKeputusanWaliKota.
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BagianKetiga

Forum SmartCity

Pasal8

(1) Forum Smart City merupakan forum partisipasi

masyarakatdalam rangkamendukungprogram dankegiatanSmart

Citymelaluikritik,usulanpemikiran,kegiatannyatayangbersinergi.

(2) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi dan

memfasilitasipembentukanForum SmartCity.

(3) Forum SmartCitysebagaimanadimaksudpadaayat(1)

berfungsisebagaimitraPemerintahDaerahdalam penyelenggaran

SmartCity.

(4) Pembentukan Forum Smart City sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat secara

musyawarah dan berkoordinasidengan Perangkat Daerah yang

membidangikomunikasidaninformatika.

BABIII

SASARANDANPROGRAM PRIORITAS

PENYELENGGARAANSMARTCITY

Pasal9

(1) SasaranpenyelenggaraanSmartCitymeliputi6 (enam)dimensi

yangterdiriatas:

a. SmartGovernance;

b. SmartBranding;

c. SmartEconomy;

d. SmartLiving;

e. SmartSociety;dan

f. SmartEnvirontment.

(2) SmartGovernancesebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

mempunyaisasaran untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahanDaerahyang efektif,efisien,komunikatifdanterus

melakukanpeningkatankinerjabirokrasimelaluiinovasidanadopsi
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teknologiyangterpadu.

(3) SmartBrandingsebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb

mempunyaisasaranuntukpeningkatandayasaingDaerahdengan

penataanwajahDaerahdanpemasaranpotensiDaerah.

(4) SmartEconomysebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc

mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang

mendukung aktifitas ekonomimasyarakatyang selaras dengan

sektorekonomi unggulan Daerah yang adaptif terhadap

perubahandierainformasisaatini,sertameningkatkanfinancial

literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya

mewujudkan masyarakat yang menggunakan instrumen

ekonominontunaidalam kegiatanekonomi.

(5) Smart Livingsebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufd

mempunyaisasaranuntukmewujudkanlingkungantempattinggal

yanglayaktinggal,nyaman,danefisien.

(6) SmartSocietysebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe

mempunyaisasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis

masyarakat yang humanis dan dinamis untuk terciptanya

masyarakatyangproduktif,komunikatif,daninteraktif.

(7) SmartEnvironmentsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruff

mempunyaisasaranuntukmewujudkantatakelolalingkunganyang

baik,bertanggungjawab,danberkelanjutan.

BABIV

INFRASTRUKTURDANPERANGKATLUNAK

Pasal10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan

infrastrukturdanpembangunanaplikasidanperangkatlunak.

(2) Pembangunandanpeningkataninfrastruktursebagaimanadimaksud

padaayat(1),meliputi:

a. infrastrukturdigital;

b. infrastrukturfisik;dan

c. infrastruktursosial.

(3) Pembangunanaplikasidanperangkatlunaksebagaimanadimaksud
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padaayat(1)denganmemperhatikan:

a. prioritaskebutuhan;

b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang

berkompeten;dan

c. integrasidatadankeamananinformasi.

(4) Pengelolaan aplikasi dan perangkat lunak dilaksanakan oleh

PerangkatDaerahyangmembidangikomunikasidaninformatikadan

dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang

berkompeten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan

infrastruktur digital,aplikasidan perangkat lunak sebagaimana

dimaksudpadaayatayat(1)hurufadanayat(3)ditetapkandengan

keputusan kepalaPerangkatDaerah yang membidangikomunikasi

daninformasi.

BABV

PENGUATANSUMBERDAYAMANUSIA

Pasal11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan sumber daya

manusiamelaluiliterasiSmartCity.

(2) LiterasiSmartCitydilaksanakanuntukpeningkatanpengetahuan

dan/atauketerampilanmasyarakatdanaparatursipilnegara.

(3) Penguatansumberdaya manusia sebagaimanadimaksudpada

ayat(1)meliputi:

a. pendidikandanpelatihanteknis;

b. bimbinganteknis;

c. magangkerja;dan

d. sosialisasi.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional

terhadap sumberdaya manusia yang terlibatpenyelenggaraan

SmartCity.

BABVI

KEAMANANDATADANINFORMASI
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Pasal12

(1) DatadanInformasiyangtersediadalam penyelenggaraanSmartCity

merupakan asetPemerintah Daerah yang dilindungiberdasarkan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

(2) PerangkatDaerahyangmembidangikomunikasidaninformatikawajib

menjagakeamanan,kerahasiaan,ketersediaandanintegritassumber

dayainformasiPemerintahDaerah.

(3) Dalam melaksanakanmenjagakeamanan,kerahasiaan,ketersediaan

dan integritas sumber daya informasi,Perangkat Daerah yang

membidangikomunikasidaninformasimelakukankerjasama.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dilaksanakan

dengan:

d. pemerintahpusat;

e. pemerintahdaerahlain;

f. PerangkatDaerah;atau

g. pihaklainyangberkompetendalam melaksanakanmanajemen

keamanandatadaninformasi.

BABVII

PELAPORAN

Pasal13

(1) Dewan Smart City menyampaikan laporan pelaksanaan

penyelenggaraan Smart City kepada Wali Kota melalui kepala

PerangkatDaerahyangmembidangikomunikasidaninformatika.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disampaikansetiap

tahun.

BABVIII

PENGHARGAAN

Pasal14

(1) Setiappihakyangturutberkontribusisecaranyatadanbesarterhadap

kesuksesanpenyelenggaraanSmartCitydapatdiberikanpenghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapatberupa

piagam dan/atauuangpembinaanyangditetapkandenganKeputusan
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WaliKota.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal15

PembiayaanpenyelenggaraanSmartCitybersumberdari:

a. anggaranpendapatandanbelanjanegara;

b. anggaranpendapatandanbelanjadaerah;dan/atau

c. sumberdana lain yang sah dan tidak mengikatsesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal16

PeraturanWaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalam LembaranDaerah

KotaBontang.

DitetapkandiBontang

padatangga

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiBontang

padatanggal

SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,
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AJIERLINAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR…


